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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Audit 

Menurut Sukrisno Agoes (2008:221) auditing adalah pemeriksaan yang 

dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, dan 

catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen 

puncak yang telah di tentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan 

ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya 

peraturan dibidang perpajaka, lingkungan hidup, perbankan, pasar modal, investasi, 

perindustian dll. Ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan. 

Menurut Mulyadi (2008), berdasarkan beberapa pengertian auditing di atas 

maka audit mengandung unsur-unsur: 

1. suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur 

yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu 

urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. 

2. untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses 

sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang 

dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak 

atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-auditing-menurut-ahli/
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3. pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan 

mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi. 

4. menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai 

pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut 

dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria 

tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat 

kualitatif. 

5. kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai 

dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa: 

a. peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislative. 

b. anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen. 

c. prinsip akuntansi berterima umum (PABU) diindonesia. 

6. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara 

tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report). 

7. pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan 

audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya 

pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan 

kantor pelayanan pajak. 

Menurut Mulyadi (2008) Audit dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 

1. Audit laporan keuangan (financial statement audit). Audit laporan keuangan 

adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan 

kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut 

http://ilmuakuntansi.web.id/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-akuntansi-fungsi-dan-bidang-akuntansi/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-saham-dan-jenis-saham/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-manajemen-laba/
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disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu 

dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan 

kantor pelayanan pajak. 

2. Audit kepatuhan (compliance audit). Audit ini bertujuan untuk menentukan 

apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang 

tertentu . Kriteria- kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari 

sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari 

manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit 

kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai 

perusahaan. 

3. Audit operasional (operational audit). Audit operasional merupakan 

penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya 

dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan 

pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap 

operasional-operasional tertentu. 

 

2.1.2  Akuntabilitas 

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang 

berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil 

kepada lingkungannya”. 

(Tetcock dalam Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari 2007:6) Bahwa peran dan 

tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun Statement on Auditing 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-saham-dan-jenis-saham/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-audit-operasional/
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Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Boards (ASB). Peran dan 

tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut:  

1. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), 

kekeliruan, dan ketidakberesan. SPAP Seksi 316 pendeteksian terhadap 

kekeliruan dan ketidakberesan dapat berupa kekeliruan dan pengumpulan 

dan pengolahan data akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan 

penafsiran prinsip akuntansi tentang jumlah, klasifikasi dan cara 

penyajian, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan serta 

penyalahgunaan aktiva. 

2. Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari 

konflik. SPAP Seksi 220 harus bersikap jujur, bebas dari kewajiban klien, 

dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien baik terhadap manajemen 

maupun pemilik. 

3. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang 

sifat dan hasil proses audit. SPAP Seksi 341 menyatakan bahwa hasil 

evaluasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ancaman terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana 

manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak 

memuaskan, auditor boleh tidak memberikan pendapat dan perlu 

diungkapkan. 

4. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien. 

SPAP Seksi 317 memberikan arti penting tentang pelanggaran terhadap 

hukum atau perundang-undangan oleh satuan usaha yang laporan 
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keuangannya diaudit. Penentuan pelanggaran tersebut bukan kompetensi 

auditor tetapi hasil penilaian ahli hukum. Indikasinya adalah pengaruh 

langsung yang material terhadap laporan keuangan sehingga auditor 

melakukan prosedur audit yang dirancang khusus agar diperoleh 

keyakinan memadai apakah pelanggaran hukum telah dilakukan. (Nini 

Sofryanti dalam Slamet Sugiri dan Nasuhi Hidayat 2003:305-306) 

Bahwa untuk mengukur akuntabilitas indikator yang digunakan sebagai berikut: 

Seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tersebut. Motivasi 

secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatankegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Seberapa 

besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. 

Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar 

dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. 

Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. 

Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat 

meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang 

lebih berkualitas. (diani Mardisar dan Ria Nelly Sari 2007:6-7) 

Akuntabilitas pada penelitian (Diani Mardisar dan Ria Nelly, 2007) 

menggunakan tiga indikator yaitu meliput: 

a.  Motivasi  

Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu 

untuk mencapai tujuan. Robbins 2008 dalam elisha dan icuk 2010, 



 

13 
 

mendifinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jika dikaitkan dengan 

dunia kerja motivasi merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, 

baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan 

dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan 

yang dimilikinya. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka auditor 

diharapkan lebih memiliki intensitas, arah dan ketekunan sehinnga tujuan 

organisasi dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, 

orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi yang tinggi dalam 

mengerjakan sesuatu. 

b.  Usaha 

Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya 

pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika 

menyelesaikan pekerjaan 

c. Keyakinan 

Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh 

atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang 

lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan 

pekerjaan yang lebih berkualitas. 
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2.1.3 Etika Audit 

Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral 

atau nilai-nilai (Alvin A. Arens, 2008). Sedangkan Maryani dan Ludigdo (2001) 

dalam Alim et al. (2007) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma 

atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun 

yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau 

masyarakat atau profesi. 

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2008: 68), 

alasan adanya harapan yang begitu tinggi pada penerapan etika bagi profesi akuntan 

publik yaitu dikarenakan merupakan hal yang penting bahwa klien dan pihak-pihak 

eksternal pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan dalam kualitas 

audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik. 

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik 

akuntan. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) berisi prinsip dasar dan 

aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan 

publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang 

memberikan jasa professional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain 

assurance. 

Alim et al. (2007) mengemukakan empat hal yang digunakan sebagai indikator 

etika auditor yaitu (1) imbalan yang diterima, (2) pengaruh organisasional, (3) 

lingkungan keluarga. 
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Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus 

mengacu pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etika ini dibuat 

bertujuan untuk mengatur hubungan antara : (1) Auditor dengan rekan sekerjanya, (2) 

Auditor dengan atasannya, dan (3) Auditor dengan auditan (objek pemeriksanya) 

serta (4) Auditor dengan masyarakat. 

Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan karakteristik nilai-nilai sebagian 

besar dihubungkan dengan prilaku etis yaitu kejujuran, integritas, mematuhi janji, 

loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi 

warga yang bertanggungjawab, mencapai yang terbaik dan ketanggunggugatan. 

Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan 

profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang 

harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya, apabila aturan ini tidak 

dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja di bawah standar dan dapat dianggap 

melakukan malpraktek (Jaafar, 2008 dalam Sari, 2011). Devis (1984) dalam Anitaria 

(2011) mengemukakan bahwa ketaatan terhadap kode etik hanya dihasilkan dari 

program pendidikan terencana yang mengatur diri sendiri untuk meningkatkan 

pemahaman kode etik. 

 

2.1.4  Kualitas Audit 

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan 

benar menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan 

materi keuangan klien. 
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Liu dan Wang (1999 dalam Widiastuty dan Febrianto (2010)) mendefinisikan 

kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit 

dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung 

salah saji material. 

Definisi mengenai kualitas audit diatas dapat diambil poin pentingnya bahwa 

audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan 

orang yang independen. Widiastuty dan Febrianto (2010) mendefinisikan auditor 

yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuanteknologi, memahami dan 

melaksanakan prosedur audit yang benar sertamemahami dan menggunakan metode 

penyampelan yang benar. Sebaliknya auditor yang independen adalah auditor yang 

jika menemukan pelanggaran, akansecara independen melaporkan pelanggaran 

tersebut. Probabilitas auditor akanmelaporkan adanya pelanggaran atau independensi 

auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka. 

DeAngelo (1981 dalam Widiastuty dan Febrianto (2010)) berpendapat bahwa 

kedua kualitas itu hanya dimiliki oleh kantor akuntan yang berukuran besar (Big 8 

pada jaman itu). Oleh karena itu, ukuran KAP kemudian secara luas diterima dan 

digunakan sebagai ukuran kualitas audit oleh peneliti akuntansi.. Deis dan Giroux 

(1992) dalam Alim et al. (2007) mengungkapkan terdapat empat hal yang dianggap 

mempunyai hubungan dengan kualitas audit, yaitu :  

1. Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu 

perusahaan (tenure),  

2. Jumlah klien,  
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3. Kesehatan keuangan klien 

4. Review oleh pihak ketiga.  

Sedangkan Alim et al. (2007) meneliti 7 atribut yang dapat dijadikan ukuran 

dalam mengukur kualitas audit, yaitu : 

1. Deteksi salah saji  

2. Kesesuaian dengan SPAP 

3. Kepatuhan terhadap SOP 

4. Risiko Audit 

5. Prinsip kehati-hatian 

6. Proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor 

7. Perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner. 

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa ketujuh atribut tersebut 

dapat digunakan dalam mengukur kualitas audit. 

Prinsip perilaku profesional seorang akuntan, yang tidak secara khusus 

dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tetapi dapat dianggap menjiwai kode 

perilaku IAI, berkaitan dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh 

seorang akuntan. Prinsip etika yang tercantum dalam kode etik akuntan Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab Profesi 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap 

anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional 

dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota 
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mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, 

anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional 

mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama 

dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara 

kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam 

mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk 

memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. 

2. Kepentingan Publik 

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan 

komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah 

penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran 

yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri 

dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia 

bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan 

integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. 

Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap 

kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan 

masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. 

Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam 

menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan 

negara. 
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Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa 

akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi 

sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat 

prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati 

kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, 

anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk 

mencapai profesionalisme yang tinggi. 

3. Integritas 

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota 

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi 

mungkin. 

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan 

profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik 

dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan 

yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, 

bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima 

jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh 

keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja 

dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau 

peniadaan prinsip. 
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4. Objektifitas 

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya 

adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. 

Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur 

secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan 

kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam 

berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka 

dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa 

atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain 

menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit 

internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, 

pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang orang 

yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota 

harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas. 

5. Kompetensi 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-

hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh 

manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. 
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Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan 

tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui 

pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan 

dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. 

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu 

tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota 

untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal 

penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota 

wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang 

lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan 

kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan 

pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus 

dipenuhinya. 

6. Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau 

kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 

Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang 

berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan 
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mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai 

keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional 

dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk 

menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang 

diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan 

berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa 

berakhir. 

7. Perilaku Profesional 

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi 

harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada 

penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan 

masyarakat umum. 

8. Standar Tekis 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan 

standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya 

dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 

penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip 

integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus 

ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 
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Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan 

perundang-undangan yang relevan. 

2.2  Kerangka Pemikiran 

Menurut Erlina (2011) kerangka konseptual adalah suatu model yang 

menerangkan bagaimana hubungan dengan faktor-faktor yang penting yang lebih 

diketahui menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu 

variabel bebas dengan variabel dependen. Begitu juga variabel lain yang 

menyertainya, maka peran lain tersebut harus dijelaskan. Dalam suatu masalah 

tertentu kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-

variabel penelitian. 

Kualitas audit merupakan suatu issue yang kompleks, karena begitu banyak 

factor yang mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang dari 

masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, 

sehingga menjadi suatu hal yang sensitive bagi perilaku individual yang melakukan 

audit. Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan 

kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti 

pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap 

independensinya dengan klien. 

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegasan 

good government namun demikian, prakteknya sering jauh dari yang diharapkan. 

Audit dalam pemerintahan Indonesia terdapat beberapa kelemahan, diantaranya tidak 

tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja 
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pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan hal tersebut 

umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yaitu berupa 

pelayanan publik tidak mudah diukur, dengan kata lain ukuran kualitas audit masih 

menjadi suatu perdebatan. 

Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Ria Nelly Sari (2007) adanya 

hubungan yang sedang, searah, dan signifikan. Artinya jika tingkat akuntabilitas naik 

maka kualitas hasil kerja auditor juga akan naik. Besarnya pengaruh akuntabilitas 

terhadap kualitas hasil kerja auditor sebesar 35% sisanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain seperti etika, independensi, dan kompetensi auditor. 

Alim et al (2007) Penelitian ini menelusuri pengaruh etika terhadap kualitas 

audit, serta memeriksa pengaruh kompetensi dan independensi melalui variabel 

moderator yaitu etika auditor terhadap kualitas audit, mengingat kedua hal tersebut 

sangatlah penting untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Dedi Supardi bahwa adanya hubungan yang sedang, searah, dan signifikan. 

Artinya jika tingkat akuntabilitas naik maka kualitas hasil kerja auditor juga akan 

naik. Besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor sebesar 

35% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti etika, independensi, dan 

kompetensi auditor. 

Lilis Ardini bahwa Competency and independency are two characteristics that 

must be have by the auditor. This research also tries to research how big is the 

competency level, independency, accountability and motivation that is had by the 

auditor to the audit quality when doing audit task. 
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 Eko Suyono bahwa accountability is defined as a social psycological motive 

that makes someone try to be responsible to all their actions and decisions for the 

environment. 

Diani Mardisar (2007) Penelitian ini menelusuri pengaruh akuntabilitas 

terhadap kualitas audit dan hasilnya apabila tingkat akuntabilitas naik maka kualitas 

hasil kerja auditor pun akan naik. 

Berdasarkan pembahasan diatas dan dari beberapa penelitian, maka secara 

jelasnya untuk menggambarkan keterkaitan terlihat di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Pengaruh Akuntabilas dan  Etika Audit Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit 

 

(X1) 

Akuntabilitas 

(X2) 

Etika Audit 

(Y) 

Kualitas Audit 
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2.3  Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Akuntabilitas dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara 

parsial maupun simultan. 

 


